
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Daerah yang berada di wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas 

dari adanya peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal 

menjalankan fungsi pemerintahan yang ada pada di setiap daerah. Namun, dengan 

adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 

yang berlaku pada setiap daerah di wilayah Republik Indonesia menjadikan 

pemerintah daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan luas untuk 

mengurus rumah tangganya sendiri serta meminimalisir campur tangan 

pemerintah pusat. Dengan cakupan tersebut, pemerintah daerah dapat 

mempermudah dalam mengatur segala kas milik daerah untuk dipergunakan 

dalam public service di daerah. 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 memberikan penegasan 

bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke 

dalam Belanja Modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan 

kemampuan daerah. Pemerintah daerah, bekerjasama dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan 

Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

sebagai petunjuk (guidance) dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD. 

KUA dan PPAS merupakan 2 konkretisasi dari hasil penjaringan aspirasi 

masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang cukup tentang kebijakan jangka 

pendek, jangka menengah, dan kebijakan jangka panjang yang berkaitan dengan 

kebijakan pengelolaan keuangan daerah. 
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Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk 

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi (PP No. 24 Tahun 2005). Belanja Modal sangat berkaitan 

dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk 

pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari Belanja Modal tersebut. Dari konsep 

Multi-Term Expenditure Framework (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan 

Belanja Modal harus memperhatikan kemanfaatan (usefulness) dan kemampuan 

keuangan pemerintah daerah (budget capability) dalam pengelolaan aset tersebut 

dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001). 

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja 

Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi 

manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran Belanja Modal ini didasarkan 

pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Pada dasarnya, 

pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah 

milik publik (Mardiasmo, 2002:67), oleh karena itu dalam upaya meningkatkan 

kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi 

belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin 

yang relatif kurang produktif. Juli Panglima Sarangih (2003) menyatakan bahwa 

pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif misalnya 

untuk melakukan aktivitas pembangunan. 

Pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa salah satu 

sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri 
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dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan lain - lain PAD yang sah. Menurut Mardiasmo (2002) saat 

ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya 

meningkatkan penerimaan daerah keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak 

mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya PAD 

terhadap Belanja Modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang 

kurang tepat. 

Setiap daerah berbekal kemampuan keuangan yang beragam dalam 

mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara 

satu daerah dengan daerah lainnya, oleh karena itu untuk mengatasi ketimpangan 

fiskal pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana 

perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang 

pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras 

dengan penyelengaraan urusan pemerintahan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004).  

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan dengan tujuan pencatatan kemampuan keuangan antar 

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan 

daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang 

mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya 

terbatas pada sejumlah daerah tertentusaja. Peranan Dana Alokasi Umum terletak 
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pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan 

atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing – masing daerah (Undang – 

undang No.33 Tahun 2004). 

Dengan adanya transfer dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah 

mampu mengalokasikan pendapatan daerah yang diperolehnya untuk membiayai 

Belanja Modal di daerahnya. Namun pada kenyataannya, transfer dari pemerintah 

pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi 

utamanya sehari-hari atau belanja daerah. Belanja Modal merupakan bagian dari 

belanja daerah yang juga didanai dari DAU, dan diperhitungkan oleh pemerintah 

daerah dalam APBD. 

Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, baik dari Dana 

Alokasi Umum ataupun Pendapatan Asli Daerah sendiri, daerah akan mampu 

memenuhi dan membiayai semua keperluan yang diharapkan masyarakat. 

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain DAU 

adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan 

prioritas nasional (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). DAK ini 

penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat, dan hanya digunakan untuk 

kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, insfrastruktur jalan dan 

jembatan, insfrastruktur irigasi, insfrastruktur air minum dan sanitasi, prasaran 

pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasaran pedesaan, 

perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk 
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dalam Belanja Modal dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan 

dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk kegiatan 

fisik, oleh sebab itu dalam penelitian DAK tidak digunakan sebagai variabel 

independen yang mempengaruhi Belanja Modal. 

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan 

manajemen kualitas jasa, yakni upaya minimasi kesenjangan (gap) antara tingkat 

layanan dengan harapan konsumen (Bastian,2006). Dengan demikian, pemerintah 

daerah harus mempu mengalokasikan belanja modal dengan baik karena belanja 

modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah umtuk memberikan 

pelayanan kepada publik. Untuk dapata meningkatkan pengalokasian belanja 

modal, maka perlu diketahui variabel – variabel yang berpengaruh terhadap 

pengalokasian belanja modal, seperti pendapatan asli daerah dan dana alokasi 

umum. 

Berikut adalah data Pendapan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum 

(DAU), dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Se-Kabupaten/Kota di Provinsi 

NTT : 
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Berdasarkan data tabel diatas maka dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli 

Daerah yang paling tinggi dari tahun 2014 – 2017 ada pada Kota Kupang dan 

Pendapatan Asli Daerah yang paling rendah dari Tahun 2014 – 2017 ada pada 

Kabupaten Sumba Tengah. Sementara itu Pendapatan Asli Daerah yang tiap 

tahunnya meningkat ada pada Kabupaten Timor Tengan Utara, Kabupaten 

Lembata, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Barat, dan 

Kabupaten Sumba Timur. Sedangkan data pada Dana Alokasi Umum yang paling 

tinggi dari tahun 2014 – 2017 ada pada Kabupaten Timor Tengah Selatan dan 

Dana Alokasi Umum yang paling rendah ada pada 3 Kabupaten yaitu, pada tahun 

2014 di Kabupaten Malaka, tahun 2015 di Kabupaten Sumba Tengah, dan tahun 

2016 – 2017 ada pada Kabupaten Sabu Raijua. Sementara itu Dana Alokasi 

Umum yang tiap tahunnya meningkat ada pada Kabupaten Ngada. Yang terakir 

Belanja Modal yang paling tinggi terdapat di tiga Kabupaten dan satu Kota, yaitu: 

tahun 2014 dan 2015 Kabupaten Manggarai, tahun 2016 Kabupaten Kupang, dan 

tahun 2017 Kota Kupang, dan Belanja Modal yang paling rendah ada di tiga 

Kabupaten, yaitu : tahun 2014  dan 2015 Kabupaten Malaka, tahun 2016 

Kabupaten Lembata, dan tahun 2017 Kabupaten Sabu Raijua. Sementara Belanja 

Modal yang tiap tahunnya meningkat ada pada Kota Kupang, Kabupaten Belu, 

Kabupaten Malaka, Kabupaten Alor, Kabuapten Ngada, dan Kabupaten Sumba 

Timur. 

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan 

berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor 

untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang akhirnya akan 
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menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah 

diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal oleh pemerintah. Pelaksanaan desentralisasi membuat 

pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang 

peningkatan pendapatan asli daerah. Dana alokasi umum adalah dana yang berasal 

dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antara daerah 

untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentarlisasi 

(PP No.55 Tahun 2005). Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah dan merupakan konsekuensi adanya penyerahan 

kewenangan pusat kepada daerah. Transfer dari pusat ini cukup signifikan 

sehingga pemerintah daerah dengan leluasa dapat menggunakannya untuk 

memberi pelayanan publik yang lebih baik atau untuk keperluan lain. 

Sejak diterapkannnya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat 

mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak 

hanya mengandalkan Dana Alokasi Umum. Dibeberapa daerah peran Dana 

Alokasi Umum sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih di 

dominasi oleh jumlah Dana Alokasi Umum dari pada Pendapatan Asli Daerah 

(Sidik et al, 2002). Setiap transfer Dana Alokasi Umum yang diterima daerah 

akan ditunjukan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila 

pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja 

cenderung optimis supaya transfer dana alokasi umum yang diterima daerah lebih 

besar.  
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Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti ingin 

mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum 

(DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota yang berada di 

Provinsi NTT pada periode tahun 2014 - 2017. Berkaitan dengan permasalahan 

ini, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap 

Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT tahun 2014 - 

2017” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang judul di atas, maka permasalahan yang akan di 

kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), 

berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Belanja Modal pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur? 

2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) 

berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Belanja Modal pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat peneliti, maka tujuan 

penelitian ini yaitu: 

1.   Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum 

(DAU) secara parsial berpengaruh signifikan  terhadap Belanja Modal.  

2.    Untuk Mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum 

(DAU) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

 1. Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan baik secara praktis maupun 

teoritis. 

2. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi kepada 

Pemerintah Daerah, dalam hal ini Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai pengaruh 

pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal, serta 

memberikan informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan 

perbandingan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. 

 


